
 

 

 

  

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 
NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN  KETUJUH  ATAS   PERATURAN  WALI KOTA  NOMOR  4 
TAHUN  2020 TENTANG  PETUNJUK  PELAKSANAAN  PERATURAN 

DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TANGERANG, 

Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Tangerang telah diatur dengan Peraturan Wali Kota 
Nomor 4 Tahun 2020, namun sehubungan dengan adanya 

penyesuaian besaran harga satuan mengenai tunjangan 

perumahan, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu 
dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketujuh Atas 
Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945: 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun 1993  Nomor 18,  Tambahan 

Lembaran Negara Nomor  3518); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Psat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 

tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 584); 

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 

2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang 
Nomor 9); 

 

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Lembaran 
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Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4); 

15. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 4) 

sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan 
dengan Peraturan Wali Kota Nomor 103 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2022 Nomor 103); 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH 

ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG. 

 
Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Wali Kota Nomor 4  Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 

4) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Wali Kota Nomor 103 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 

103), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah 

dinas Anggota DPRD, maka kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD diberikan Tunjangan perumahan dengan 
besaran sebagai berikut : 

a. ketua sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh 

juta lima ratus ribu rupiah); 

b. wakil Ketua sebesar Rp. 34.250.000,- (tiga puluh 

empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan 

c. anggota sebesar Rp.31.750.000,- (tiga puluh satu 

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 
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(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan setiap bulan. 

 
Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 

 

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 11 Januari 2023 

 WALI KOTA TANGERANG, 

  
 

Cap/Ttd 

 

 
        ARIEF R. WISMANSYAH 

 

Diundangkan di Tangerang 
pada tanggal 11 Januari 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 
 

 

Cap/Ttd 
 

 

 

                 HERMAN SUWARMAN 
 

 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2023 
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